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A. Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Dari ura ian pada bab sebe lumnya dapat diambil beberapa kesimpulan 

ya ng merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah di susun, yaitu : 

1. Kebijakan perpajakan nas ional khususnya di bidang pajak penghasilan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempal 

Terhadap U ndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 , tentang Pajak Penghasilan . 

Beberapa hal baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008, tenlang Perubahan Keempat Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 , tentang Pajak Penghas i! an, antara lain : 

a. Hal yang terkait dengan subyek pajak; 

b. Berkenaan dengan obyek pajak; 

c. Pengecualian terbadap obyek paj ak; 

d. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasil an; 

e. Kebebasan menghitung penghas il an neto dengan norma penghitungan 

penghas il an neto ; 

f. Penghasilan tidak kena paj ak 

g. Tarif pajak penghasilan . 

U ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat 

Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak 

Kebijakan sunset., Agus , Fakultas Hukum 2011



.. 

126 

Penghasilan memiliki l<.a itan ya ng erat dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj aka n 

khususnya pada Pasal 3 7 A ten tang kebij akan penghapusan sanksi paj ak 

(sunset policy). 

2. Peranan kebij akan Sunset policy khususnya di bidang pajak penghas ilan 

sangat berperan dalam memberikan kontribusi bagi APBN. Hal tersebut dapat 

dilihat pada talmn 2007, Pajak penghasilan memberikan kontribusi untuk 

APBN sebesar 24.3%, pada tahun 2008 pajak penghasilan memberikan 

kontribus i untuk APBN sebesar 33.2%, pada tahun 2009 paj ak penghasil an 

memberikan kontribusi untuk APBN sebesar 36.2% dan pada tahun 20 10 

pajak penghas il an direncanakan memberikan kontribusi terhadap APBN 

sebesar 37.3%. 

3. Kebijakan Sunset Policy pada cl asarnya sangat tidak bertentangan dengan 

undang-undang karena Sunset Poli cy merupakan kebijakan dari pemerintah 

yang mufakat dan eli landasi dengan undang- undang untuk melindungi 

haknya. Bila dilihat dari sudut pandang lain Sunset policy termasuk 

melanggar azaz kead il an bagi masyarakat, karena ketidak merataan karena 

keberlakuann ya hanya sampai t&hun 2008 dan tidak di berl akukan lagi sampai 

sekarang . 
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B. Saran 

Kebij akan perpaj akan nas ional khususnya di bidang pajak penghasil an 

sangat penting karena memberikan kontribusi yang sangat tinggi bagi APBN, 

diharapkan pemerin tah tidak terl alu memforsir paj ak penghasilan dalam 

masyarakat, karena dalam paj ak penghas ilan masyarakat akan terbebani dan 

merasakan langsung imbasnya dari pemotongan terhadap paj ak penghas il an 

tersebut. Pemerin tah juga harus mengupayakan peningkatan penenmaan 

perpajakan yang lainnya agar pendapatan pajak dalam APBN terus meningkat 

contohn ya paj ak pertambahan nil ai barang dan j asa dan pajak penj ualan atas 

barang mewah karena paj ak tersebut menyangkut kemampuan daya be li 

masyarakat sehingga pemotongan pajak tersebut tidak terlalu dirasakan imbasnya 

di bandingkan dengan pajak penghasilan. 

Kemudian pada kebijakan pasca Sunset Policy pemerintah harus 

memperj elas dan menerapkan, karena dalam kaitannya harus ada tindak lanjut 

dar i ke bijkan itu sendiri . Menurut saya alangkah baiknya di lakukan pasca 

evaluas i keb ij akan Sunset Policy, Sehingga pada poin-poin penting yang terdapat 

dalam kebU akan tersebut atau bahkan yang belum ada dan tidak dilaksanakan 

pada saat kebij akan itu berl angsung maka ada ketetapan yang tegas untu k di 

tindak lanjuti. Pada tindak lanju t te rsebut berupa penegakan hukum pada wajib 

pajak yang sengaj a mangkir atau tidaka mau menyetorkan pajak penghasil annya 

dengan benar atau tidak sesuai aturan yang ada, agar melaksanakan kewaj iban 
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secara tepat waktu dan JUJur, masih ada yang acuh tak acuh bahkan tidak 

mengerti sama sekali . 

Perlu adan ya sosiali sasi penerapan sistem se(lassesment berkaitan dengan 

pelaksanaan Sunset Policy dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di 

se luruh kota di Indones ia, karna masih banyak Wajib Pajak yang be lum 

melak ukan penghitungan sendiri masih perlu bantuan dari petugas pajak, juga 

masih ditemukan adanya sanksi administrasi berupa denda. Oleh karena itu 

Pemerintah perlu lebih aktif mensosiali sasikan peraturan mengenai penerapan 

sistem sell asst;;sment berk aitan dengan pe laksanaan Sunset Policy kepada 

masya rakat luas. 

Tindak lanjut yang lain adalah di tujukan untuk para waj ib pajak yang 

memanfaatkan Sunset Policy. Dan dari semua birokrasi yang menjalankan 

kewajiban dabm mengawasi wajib pajak untuk terus memantau perkembangan 

pajak pada tahun ke tahun mengalami kemajuan atau kemunduran, karena dari 

kemajuan kemunduran tersebut bukan hanya terdapat kesalahn pada wajib pajak 

saja, terkadang dari birokrasi yang ada juga menyalah gunakan wewenag yang 

ada dalam menjal ankan kesuksesan kebijakan Sunset Policy. 
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